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Menimbang:

b bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran
pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, perlu
didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan sarana
pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan
produk lokal unggulan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, mal<a perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan kain
tenun motif ciri khas Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

c

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 361 1);

2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4367);

3. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2008 tentang Usaha
mikro kecil dan menengah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro kecil
dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan
daerah,yang diharapkan mampu meningkatkan
pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka
perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi
dan berkesinambungan melalui pola pendampingan
langsung dari hulu hingga hilir;



4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang
Kepariwisataan,(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 20O9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Penrndang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 42, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang
Perindustrian (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana
telah diubah beberapa kali teral<hir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang penetapan
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3718);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol3 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2O Tahun 2OO8
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5ao4);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan
Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
(l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2007 NomorlO);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 46
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,T\.rgas dan
Funsi Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan,
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016
Nomor 46);



Menetapkan :

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN KAIN TENUN
MOTIF CIRI KHAS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I
KBEEI{TUAI| I'UTII

Pa&l I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Orgalisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Konawe
Selatan.

5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan
masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan,
pendampingan, dan bantuan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan kemampuan dan daya saing.

6. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara,
perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan
bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta
dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di
lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk
mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan
kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam
menjalankan usahanya.

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah
Pusat,Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat
melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan
bank, untuk mengembangkan dan memperkuat
permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

8. Sarana Produksi adalah mesin/peralatan,bangunan dan
barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi
produk lokal.

1O. Kawasan Produksi Produk l,okal adalah suatu wilayah
dengan potensi produk lokal tertentu yar:.g
dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan
produksi produk lokal.

9. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai
sumberdaya dan prospek baik untuk penumbuhan dan
pengembangan produksi produk lokal.



BAB II
RUAITG LINGKUP

Pasal 2

(1) Produk Lokal Unggulan Daerah adalah produk barang
atau jasa yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan
Menengah dalam wilayah Kabupaten Kabupaten Konawe
Selatan baik secara perorangan, berkelompok maupun
badan usaha.

(21 Jenis produk lokal unggulan daerah yang dimaksud
antara lain adalah :

a. Motif Tenun Tradisional dan Motif Batik Tradisional
Kabupaten Konawe Selatan dan ;

b. Aneka Ker4linan, souvenir, dan miniatur yang terbuat
dari Limbah kayu, Rotan, Bambu, Tempurung Kelapa
dan bahan baku lokal lainnya.

(3) Sasaran penggunaan produk lokal unggulan daerah kain
tenun khas daerah adalah segenap Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, KarSrawan Perusahaan
Swasta dan masyarakat yang berdomisili di dalam
wilayah Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan.

BAB III
UAKST'D DAN TU.'UAN

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk

lokal bagi pemerintah, swasta dan masyarakat;
b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku

Komunitas l(reatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
untuk memasarkan produknya;

c. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk
mencintai dan menggunakan produk lokal unggulan
daerah; dan

d. mempromosikan produk unggulan lokal daerah.

(2) Tujuan Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah adalah:
a. mendorong pertumbuhan usalta-usaha ekonomi

kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal.
b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya

wirausaha baru.
c. memotivasi pelaku Komunitas Kreatif ,Usaha Mikro

Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kapasitas
produksi dan melakukan diversifikasi produk yang
berkualitas dan berdaya saing; dan

d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku
Komunitas Kreatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.



BAB IV
PEIASARAII PRODI'IT KAIII UOTII. CIRI IIIIAS DATRAII

(1) Pemasaran Kain motif tenun khas daerah sebagai produk
lokal unggulan daerah diselenggarakan untuk
meningkatlan pendapatan masyarakat pelaku usaha
melalui gerakan penggunaan produk lokal unggulan
daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga
terhadap Motif Tenun Kabupaten Kabupaten Konawe
Selatan.

(2) Pemasaran produk lokal berorientasi kepada permintaan,
kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan
target pasar.

Pasal 5

(1) Pemasaran produk lokal dilakukan melalui :

a. Peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan
permintaan pasar dan standar produk;

b. Pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif
sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;

c. Pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui
kerjasama dengan SKPD, koperasi, toko modern,
rumah makan, hotel dan cafe; dan

d. Pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari
kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi
penjualan, pemas€rran langsung, pameran dan forum
bisnis.

(2) Pemasaran berbagai jenis produk lokal dilakukan oleh
perorangan Komunitas Pengrajin atau kelompok usaha
mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten
Konawe Selatan melalui fasilitasi Pemerintah Daerah.

BAB V
PEI|GGIII|AAI{ KAIII UOTIT CIRI XIIAS DA,ERAII

Pasal 6

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan dan Instansi Vertikal,
Karyawan BUMN, Karyawan BUMD dan Kar5iawan
Perusahaan Swasta, menggunakan pakaian kerja khusus
pada hari kamis berbahan baku kain tradisional motif
Kabupaten Konawe Selatan dan atau kain batik motif
khas Kabupaten Konawe Selatan.

(2) Motif Tenun ciri khas daerah menggambarkanTiga motif
yaitu Kalosara, Jonga bertanduk cabang Lima dan
pohon Sagu.

Pasal 4

Penggunaan produk lokal unggulan daerah diatur sebagai
berikut :



BAB VI
XTMITRAAIT

Pasd 7

(1) Pemerintah masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi,
mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang
saling membutuhkan saling memperkuat dan saling
menguntungkan.

(2) Kemitraan antara Komunitas Pengrajin ,Usaha Mikro
Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar
mencakup proses alih keterampilan melalui pola
pendampingan di bidang produksi dan pengolahan,
pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan
teknologi.

(3) Pemerintah daerah memfasilitasi pemberian penghargaan
kepada Kelompok Usaha Kreatif, Usaha Menengah dan
Usaha Besar maupun Usaha Mikro Kecil.

BAB VII
PEMBINAAIT DAN PEITGEMBANGAIY

Pasal 8

(1) Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Dinas Koperasi usaha Mikro Kecil dan Menengah dan
Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terhadap
pelaksanaan proses produksi sampai kepada pemasaran
produk berdasarkan kewenangan dan tupoksinya
masing-masing.

(21 Tat:- cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l), dilakukan dengan cara pelatihan, bantuan peralatan,
bantuan modal, dan bantuan pemasaran produk melalui
pola pendampingan langsung.

Pasal 9

Pelaksanaal Pembinaan dan Pengembangan dilakukan pada:
a. sentra produksi Komunitas usaha Industri Kecil;
b. kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dan;
c. koperasi.

(3) Pemberian cinderamata dan atau souvenir kepada tamu
negara atau daerah yang berkunjung ke Kabupaten
Konawe Selatan hendaknya memaksimalkan
pemanfaatan cinderamata dengan ciri khas daerah.



BAB VIII
PENUTUP

Paaal 1O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di
pada 2018

NAWE SELATAN,

DANGGA,

Andoolo
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NIP. 19620730 198901 1001
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